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Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada
@e,rugahan sistem administrasi PPN. Namun dalam penerapannya banyak penyalahgunaan faktur
cpajak beetipa munculnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak
gc@aﬂ Pada 1 Juli 2015, pemerintah mewajibkan penggunaan FP elektronik dengan
“menggunakan aplikasi e-Faktur untuk wilayah Jawa dan Bali. PKP yang telah wajib e-Faktur
%%ngn tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga
Sﬁléan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan
—untuk mgngetahw penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN dari sudut
%3&[1dang PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara
:d@ dokunentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi penerapan e-
ZFaktur, képatuhan administrasi WP, dan kendala dalam penerapan e-Faktur. Berdasarkan hasil
%)@elltlan e-Faktur memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya menurut berbagai
cSLEjut paridang persepsi. Kelebihan dari e-Faktur yaitu lebih memudahkan dalam pembuatan serta
dtransaksi faktur pajak. Sedangkan kelemahan dari aplikasi e-Faktur ini yaitu cara kerja yang
ebih rumlt dibandingkan dengan pembuatan FP manual. Namun, walaupun terdapat kendala
“dalam penerapan e-Faktur hal tersebut diakui tidak signifikan mempersulit pengguna aplikasi e-
:F@(tur Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa

p‘llka3| e-Faktur lebih memberikan kemudahan bagi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan,
sgiangkmw tidak terdapat cukup bukti e-Faktur memiliki dampak dalam meningkatkan kepatuhan
%dcmlnlstram WP dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
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§K§ta Kungi: Pajak Pertambahan Nilai, Persepsi, Faktur Pajak Manual, aplikasi e-Faktur.
EE 3 Abstract

.

=FTax reform in Indonesia is experiencing major changes especially on changes in VAT
administration system. But in practice many abuses of tax invoices in the form of the emergence
of fictitigus tax invoices, invoice serial number of double taxation, as well as disability tax
invoice.zO®n July 1, 2015, the government requires the use of FP electronically using e-Tax
Invoice gpplications in Java and Bali. PKP which has been mandatory e-invoice but did not use
them, are legally not create a tax invoice so that the tax will be penalized in accordance with
applicabte regulations. This study aims to determine the application of e-Tax Invoice as an
improvement VAT administration system from the standpoint of PKP, KPP, and KAP Division
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< of Taxation. This study used interview and documentation. Variables used in this research is the

perception of e-Tax Invoice, administrative compliance WP, and obstacles in the implementation
of e-Taxrvoice. Based on the results, the e-Tax Invoice has strengths and weaknesses in its
application according to the different viewpoints of perception. The advantages of e-Tax Invoice
eistmuch &asier in manufacture as well as transaction tax invoice. While the weakness of this

;ﬂ)llcatlon of e-Tax Invoice is a way of working is more complicated than the manufacture of
B manugl. However, although there are obstacles in the implementation of e-Tax Invoice is
Fregognized insignificant things complicate the application of e-Tax Invoice. Based on the results
“oBtha study it can be concluded that there is sufficient evidence that the application of e-Tax

“@-P

%

2

%grﬁm@e more facilities offered PKP, KPP, and KAP Division of Taxation, while there is
%ﬁr@uﬂéuent evidence of e-Tax Invoice has an impact in improving compliance administration
> % i3 terms of calculation, deposit, and reporting.

- =4 o

S x0 o

% T@(efyv@rds;Value Added Tax, Perception, Manual Tax Invoice, application of e-Tax Invoice.
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iﬁ g c§ =, Indone3|a mempunyai beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat
=5 @Cﬁlt@nyfsepertl Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang

cMéwah (RPnBM) dan Bea Materai. Pajak daerah contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
j:’edesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
YBPHTB)Pajak Hotel, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak pada tahun 2013 adalah Rp 1.148,300
%rﬂlun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 980,500 triliun, maka penerimaan
ajak tahun 2013 mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi
ta@lah PPN. Penerimaan PPN tahun 2013 sebesar Rp 423,700 triliun, memberi kontribusi sebesar 38,86%
:deﬁ:l total -pajak secara keseluruhan (Prasetyo, et al. 2014). Pajak yang berhubungan dengan konsumsi
gmasyarakat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi
2ddlam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka secara
Fidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga
‘spetnbelian barang tersebut (Ferdiawan, et al. 2015). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan salah satu
=subjek PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN, yang dimaksud dengan PKP adalah pengusaha yang
gnglakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.
<32 Dari 1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, di Jawa dan Bali, beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP)
rtmgsm meémbuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak
Edlientukaﬁ (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya
‘c”b&‘lyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur
gpégak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat.
5o Salah satu hak perpajakan dari PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga
Tc’daillam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan
‘5faktur pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak
semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua
orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).
PPN menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi perpajakan
tahun 1983. Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan
sistem administrasi PPN. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya penerimaan PPN
yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito
menyatakdn bahwa, salah satu visi misi serta terobosan yang akan dilakukannya ialah di bidang
administeasi dan pengawasan berbasis IT. Meliputi implementasi faktur pajak (tax invoice) secara
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menyeluruh. Dalam APBN Perubahan 2015, pemerintah menargetkan pendapatan perpajakan sebesar Rp
1.489,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.143,3 triliun. Peningkatan
drastis (i tentu memerlukan perubahan signifikan untuk menggali  potensi  pajak
(http://www.kemenkeu.go.id dalam Media Keuangan 2015:19).

o O =

©w o  Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
“oleh peneliti, yaitu:

%‘QUntuk mengetahui persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-
mFa;ktur

2untuk mengetahui apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPN.

Untuk Mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur.
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%Dgsag Pengenaan Pajak (DPP)

ng%sagPengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar
gP@g%naan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar
1ﬂi’@]ggwaan Pajak (Waluyo dalam Rizgiah, et al. 2014). Mekanisme Pengenaan PPN adalah sebagai
gnglkgt (Rizgiah, et al. 2014):

%]%Pgda saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak

=Pertambahan Nilai.

g(Z;}Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain,
~wajib fraemungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan

pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak
penjuakwajib membuat faktur pajak.

?é(:{iApablla dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah
opajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara.
g(4§*Apab|Ia dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan,

~ selisihrya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
9(59§Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan
o CLSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

EDéflhlSl Eaktur Pajak

;j 2 Faktur pajak (Waluyo dalam Prasetyo, et al. 2014) merupakan faktur yang dipergunakan sebagai
“bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan
ﬁgP (Barang Kena Pajak) atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) oleh PKP harus dibuat 1 (satu) Faktur
Pajak. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang
Q:)digmjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
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S 5 Faktur Pajak (Mardiasmo dalam Ferdiawan, et al. 2015) adalah bukti pemungutan pajak yang
Zdibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pemungutan pajak karena impor
barang kéa pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak memiliki peran
yang sangat penting dalam proses transaksi yang dilakukan oleh PKP. Faktur pajak berfungsi sebagai
bukti pemungutan bagi PKP dalam melakukan penyerahan barang dan/atau jasa, faktur pajak juga
berfungsksebagai bukti pemungutan PPN dan juga sebagai sarana pengkreditan pajak masukan dan pajak
keluaran=kaktur pajak hanya bisa digunakan oleh PKP, WP non PKP dilarang untuk menerbitkan faktur
pajak. SeBuah Faktur pajak menurut Muljono dalam S.A Permata Sari & D. Pusposari (2015) harus
mencantdihkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP, yang paling sedikit memuat:
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(1) Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;
(2) Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

(3) PPN yanhg dipungut;

(4)_ PPNnBM yang dipungut;

.(5),Kode,momor seri dan tanggal pembuatan FP; dan

556@ Nama‘,rjabatan, dan tanda tangan yang berhak.

LS.Apllka& e-Faktur

f\pllkam e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem
:a@nlﬁistram perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan
3n&r|%t Sampai dengan Juli 2015, KPP di Jawa dan Bali senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur.
=)

fsé?tlaﬁr sostalisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan
9% @sar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur. Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari WP
;-&@n@iberikan CD yang berisi aplikasi e-Faktur dummy, materi sosialisasi e-Faktur, video tutorial e-
(;;fa;r!(tlg, serta kumpulan pertanyaan mengenai e-Faktur. Setiap peserta sosialisasi diwajibkan untuk
gmembBawalaptop untuk mempraktikkan langsung aplikasi e-Faktur pada waktu sosialisasi.

= %admwaktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dummy
Ed@g@n meéngikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi e-Faktur dummy tersebut dapat
m:d@ur%kan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi
E-Jte;segjt dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang
gdflﬁurgakan ter-upload di aplikasi DJP. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut tidak terkoneksi dengan
Sinterfiet dah tidak terhubung langsung dengan aplikasi DJP (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

E % Mengrrut Direktorat Jenderal Pajak (2015) Transaksi yang Dibuatkan e-Faktur adalah sebagai
“herikut: 3

3o Dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN)
m:da&/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ UU PPN). Kecuali, atas penyerahan BKP dan/atau
=)

UJ%D j

g1§ Yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012).

?(2} Yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E
> 3UU PPN).

g(:@ Yang-bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan
S oFaktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

edn
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Kerangka Pemikiran
Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

e-Faktur
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1. Persepsi adanya penerapan e-Faktur
2. Kepatuhan Administrasi WP

3. Kendala dalam penerapan e-Faktur
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Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

@Dokumentasi dengan mengumpulkan data atau lampiran tertentu antara lain, lampiran persentasi (%)
ctlngkat kepatuhan WP, jumlah PKP yang setor dan lapor, jumlah AR (Account Representative), jumlah

x~ ~ 2FP Fikiif, jumlah penerimaan PPN, lampiran bukti SSP, Lampiran FP Manual dan e-Faktur.
3Wawancra dengan melakukan wawancara terbuka dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa

2. Sinforman yaitu PT. ABC dari sisi PKP, KPP Pratama Jakarta Taman Sari |, dan KAP Drs. Eddy

3Kasllm

esmuad ‘u

u

un

‘yel
3

jek dan Waktu Penelitian

§ QC%* Objek penelitian adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapa e-Faktur. Lokasi
gogehﬂarradalah pada PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan yang berlokasi di Jakarta Barat dan saling
“memilikitketerkaitan satu sama lain. Jangka waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dari

“fanggal 64November 2015 — 26 Februari 2016.

©o =

_??é'milihe‘invlnforman

Rada penelitiain kualitatif ini, informasi diperoleh langsung dari informan untuk memperoleh data
primer. kaforman tersebut diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan
ditentukar dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan
tersebut merupakan para pelaku perpajakan yang menggunakan dan menerapkan aplikasi e-Faktur secara
paham teori maupun teknis. Dan dengan pengalaman kerja yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun, ketiga
informan=ini telah menguasai bidang perpajakan dan aplikasi e-Faktur. Terdapat 3 (tiga) informan yang
digunakah;dalam penelitian ini, berikut ini profil ketiga informan tersebut:

5
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Tabel 4.1
Profil Informan

o O = INFORMAN 1 INFORMAN 2 INFORMAN 3
. KRITERIA

S 9 (PKP) (KPP) (KAP)

i - . Kepala Seksi Pimpinan

B ;Ef E-Jabatan Manajer Keuangan WasKon | Rekan

5 2. P LamaKerja 18 tahun 2 tahun 2 tahun

©3 §usha 45 tahun 43th 29th

;% é Pen(:;alaman Staf AKUNLaNSi i Akuntgn,

2 o 4 Kefja Manajer

5 % ¢ PeRdidikan D3 s2 s2

2 = 9 Terakhir

> 6. f_Jur,usan Desain Grafis Akuntansi Manajemen

Efl‘gi(rﬁk Analisis Data

i § Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah

Yargkah-lahgkah analisis data yang dilakukan penulis:

%1§§Mengetahw bagaimana persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan

o Se-Faktur.

«{2¥Mengetahui tingkat kepatuhan administrasi WP, khususnya kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan
2pelapogan. Dan membandingka data jumlah kasus FP Fiktif sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur
giﬁMengetahm apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur, dan apa saja kendala yang dihadapi
% Sdengan-melakukan wawancara dengan masing-masing objek penelitian.

~ X
%H%xSIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
i—:-gmbaran Umum PT. ABC

nus

w

g PF. ABC didirikan berdasarkan akte Notaris Benny Kristianto, SH No. 77 tertanggal 16
tJDEsember 1981, yang telah disyahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-333-HT01.01.Th 82,
ita Aggal 20-Juli 1982. Anggaran dasar perusahaan sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
vd@gan Akte Notaris Benny Kristianto, SH No. 101 tertanggal 30 Juni 2004. Tujuan dari didirikannya
gpexusahaan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, yang meliputi bidang usaha pondasi
E(tlgng pafAtang maupun bor piling), kontraktor bangunan dan jasa manajemen konstruksi lainnya. Sejak
daﬁggal 9sDesember 1989, perusahaan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No.
aOl 361.992.9-032 dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sejak didirikannya sampai sekarang, PT. ABC telah tumbuh dan berkembang lebih dari apa yang
diharapkan. Bisnis utama dari PT. ABC adalah bidang pekerjaan pondasi tiang pancang (mini pile, jack-in
pile, maxs pile, bor pile, load test dan pemancangan laut) dan kontraktor bangunan (rumah tinggal
maupun ¢iiko). Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usaha nya, PT. ABC memungut PPN atas
penyerahah BKP atau JKP yang diberikan. Sebagai PKP, PT. ABC menjalankan kewajiban perpajakan
Pajak Pegtambahan Nilai (PPN) dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan penyetoran dan
pelaporansSPT Masa PPN nya.
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Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Taman Sari |

KPR Pratama Jakarta Tamansari Satu, semula bernama KPP Jakarta Tamansari Satu setelah
dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dimana KPP Jakarta
mT@;nansarl Satu dipecah menjadi 2 yaitu KPP Jakarta Tamansari Satu dan KPP jakarta Tamansari Dua,
|n1ana tetah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 dan diubah dengan
putusapr Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 tanggal 31 Desember 2004.

gua

Perubahan nama dari KPP Jakarta Tamansari Satu menjadi KPP Modern yaitu KPP Pratama
ar¢a Tamansari Satu yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan
e]?;lhgﬂlubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan
@tapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007
entang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan,
&yﬁ]uhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
ﬁaledl wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
usats Nama KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu mulai digunakan sejak tanggal 11 Juni 2007 dan
@m&dl sebuah kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi modern. Wilayah Kerja

EP@ratama Jakarta Tamansari Satu meliputi 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tamansari yaitu :
C

ngIurahan Mangga Besar (51.10 Ha)
§a)§ Kelurahan Tangki (34.47 Ha)
nc)J(eIurahan Maphar (58.99 Ha)

tﬂ)‘“ Kelurahan Tamansari (67.72 Ha)
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mbaran Umum KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan
Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan didirikan di Jakarta pada tahun 1988. KAP
~Drs. Eddy=Kaslim & Rekan memiliki izin untuk menjalankan praktek akuntan publik yang telah diberikan
-oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No KEP-610/KM.17/1998 tanggal
24 Agustus 1998.
S Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan merupakan sebuah kantor yang bergerak di
Zbidang jasa konsultan perpajakan, manajemen serta pemeriksaan akuntansi yang bertempat di Gedung
“Wisma Mitra Sunter Lantai 2-02, JI. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta Utara 14350. Kemudian dengan
érkembangan akuntansi di Indonesia bahwa kantor akuntan harus mempunyai izin, maka pada tanggal
Z; Juni 1998, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dengan suratnya No. 98.1.0057
?nembenkan izin untuk membuka kantor akuntan publik.
m g D samping itu KAP Drs. Eddy Kaslim & Rekan juga memiliki beberapa izin resmi diantaranya
ﬁ@ah ter@aftar di BAPEPAM sejak 22 Juli 1992 dengan izin N0.33/STTD-AP/PM/92, sudah terdaftar di
EBéhk Indonesia pada tanggal 31 Juli 1995 dengan izin No.28/785/UPPB/Adp dan terdaftar di Pengadilan
gP@ak dengan Surat Keputusan No. Kep-468/PP/IKH/2005 pada tanggal 13 Desember 2005.
5o Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim & Rekan yang berdiri pada bulan Agustus 1988 mulai
Téae,f—ftkembang pesat dengan terus memberikan hasil jasa pelayanan dengan mutu dan kualitas yang baik
2selama kurang lebih 27 tahun. Jumlah klien pun mulai bertambah banyak seiring berjalannya waktu dari
“usaha ke¢ff dan menengah, perusahaan terbuka, NGO, dan Organisasi Pemerintahan.
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PEMBAHASAN

‘up
=

KEPATUHAN
ADMINISTRASI WP

Sebelum e-Faktur

No. Keterangan Sebelum e-Faktur Setelah e-Faktur

1. I PERSEPSI
i PT. ABC
$ < | @yMempermudah pengkreditan
“%i <« | PM Ketik Manual Langsung posting
@ 3 T E NPWP Lawan Transaksi
E’Té A tidak dapat langsung NPWP Lawan Transaksi
gz = % b) Memiliki fungsi pengawasan terdeteksi dapat langsung terdeteksi
4 & c)%ampiran Fisik FP Tidak memiliki QR Code Memiliki QR Code
¢ o 95K — <
= Kurang efisien, karena PM Kurang efisien, karena
F o g d)Carakerja harus diketik kembali PM harus diketik kembali
o 3 :
1 g S KPP Pratama Jakarta Taman
4 = g @ Sari | Sebelum e-Faktur Setelah e-Faktur
% 2 9 a) Memudahkan administrasi Tidak dapat konfirmasi PM Dapat konfirmasi PM
& =~ S PMIPK yang diterima yang diterima
2358 S SPT dibuat di dalam
+ 2 9§ b)Memudahkan pelaporan SPT Membuat SPT Masa PPN aplikasi e-Faktur, dengan
3 = | M&sa PPN secara manual memposting data PM/PK
EaEs 8 Mekanisme PM/PK by
4 & | ©) Mengurangi FP Fiktif Tidak by system sistem
45 | d)DR Code tanda keaslian FP Tidak memiliki QR Code Memiliki QR Code
> 3 g
. 2 KAP Drs. Eddy Kaslim dan
T 5 Rekan Sebelum e-Faktur Setelah e-Faktur
%_ § a) Pelaporan SPT Masa PPN Secara Manual Secara Elektronik
I Lebih efisien dan cepat,
P o FP diantar oleh klien, FP dikirim email, dan
e b) Pembuatan SPT Masa PPN pembuatan SPT Masa PPN | diposting untuk membuat
S - secara manual SPT
4 = | c)Tingkat Pembetulan SPT Masa User lebih hati - hati dan
Eg g | PPN - teliti dalam proses entry
& 2 | d}Perbedaan bentuk Jasa yang Pengerjaan keseluruhan (dari | Konsultatif, setor dan
+ | diberikan entry FP sampai SPT selesai) | lapor
1 5 | e)dumlah Klien Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh

2.

Setelah e-Faktur

P=F. ABC

a)-Perhitungan

Tidak ditemukan kesalahan
perhitungan tarif maupun
DPP

Tidak ditemukan
kesalahan perhitungan
tarif maupun DPP

b)yPenyetoran

Disetor oleh KAP Drs. Eddy
Kaslim dan Rekan selaku
Konsultan Pajak

Tidak terdapat perbedaan
karena disetor oleh
Konsultan Pajak




‘OyVIg] uiz! eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

SSINISNE 40 TOOHDS
HID NV M

C) Ielaporan

SPT Masa PPN dilapor oleh
KAP Drs. Eddy Kaslim dan

Tidak terdapat perbedaan
karena SPT Masa PPN
dilapor oleh KAP Drs.
Eddy Kaslim dan rekan
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KAP Drs. Eddy Kaslim dan
Rekan

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

Proses entry lebih cepat,

4 5 ) rekan selaku Konsultan Pajak | selaku Konsultan Pajak,
: = Fo) .
Lo 0, Tidak bergantung kepada
¢ J =l sistem
2@ v
- 3 3

D L
T2 % KI’\Ef Pratama Jakarta Taman Sebelum e-Faktur Setelah e-Faktur
7 5 qoadl
Fo g = Tidak melihat dampak
g v o A . .
¢ g9 A kepkz:ltuhan dalr(l segi
. Q —~ -
+& g . i perhitungan, karena cara
f: © g a)gerhltungan hitung dalam aplikasi e-
g = Faktur sudah secara
g & otomatis
Jog Z -Menurunkan jumlah PKP
@ g 8 b)gxenyetoran yang tidak menyampaikan
2L = SPT
22 & 3 - -Meningkatkan kepatuhan
5 3 5 PKP yang melakukan
@ = o penyetoran dan pelaporan
) g 3 SPT Masa PPN
= o -Menurunkan jumlah PKP

Q - .
= 10 §elaporan yang tidak menyampaikan
3o 2 SPT
F 3 s -
I o b - -Meningkatkan kepatuhan
33 = PKP yang melakukan
&2 S penyetoran dan pelaporan
55 o) SPT Masa PPN

>~ ()

> L)
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Q.

Q
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3
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Q
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C

3
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@

z karena lebih cepat maka
. PKP lebih tepat waktu,
agerhltungan i sehingga dapat dikatakan
- meningkatkan kepatuhan
% PKP
= Disetor oleh KAP Drs. Eddy | Tidak terdapat perbedaan
b)/Penyetoran Kaslim dan Rekan Konsultan | karena disetor oleh
Q Pajak Konsultan Pajak
= SPT Masa PPN dilapor oleh Tidak terdapat perbgdaan
— . karena SPT Masa dilapor
KAP Drs. Eddy Kaslim dan
c)-Pelaporan oleh KAP Drs. Eddy
Rekan Selaku Konsultan .
(=] Kaslim selaku Konsultan

Pajak

Pajak
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KENDALA PENERAPAN E-
FAKTUR

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

A B A AR A A e

B RRE A

AVERVIaRENTal I:J/(‘IIDII updnnhiing 1

PImABC

a) AR Kurang Siap

Tidak semua AR
memahami e-Faktur
secara detail

" b) Harus tersedia koneksi internet

Server down, tidak dapat
menerbitkan FP dan
membuat tagihan,
sehingga merugikan
perusahaan

- ¢).Pembetulan SPT Masa PPN

 kafgna ada koreksi

unpunid ld!’] MeH

Saat ada koreksi FP, hanya
membuat FP Pengganti
karena SPT belum dibuat

Saat ada koreksi setelah
FP di-upload, dan di-
posting ke SPT harus
dibuat SPT Pembetulan

Juods

N b

‘IID\JIY'\IY'\IIQH IIDRII
LH A

o

| Klj;P Pratama Jakarta Taman
Sagi |

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

" a)PKP belum terbiasa
' ménhjalankan proses PM/PK
melalui internet

buepun-H6uegu

Tidak signifikan, karena
pengoperasian dapat
dipelajari oleh user

b) Jumlah penerimaan PPN

Tidak ada pengaruh

uo

H

KAP Drs. Eddy Kaslim dan

Sebelum e-Faktur

Setelah e-Faktur

Aupw uep ueywniuesusw eduej 1ullsiny eAley yniniag neie ueibeqgas dinnbusw Buedeyiq *|

4 Rekan

< : Saat penerapan awal,

g : - . -

ég_ a) PKP lebih direpotkan - Direksi yang harus hadir

i 1 dan mengurus hal yang

1 berkaitan dengan e-Faktur

b Terdapat kendala yang

P b)Kendala mempelajari dihadapi dalam

3 penggunaan e-Faktur i mempelajari penggunaan

S, _ e-Faktur

TKESIMPYULAN DAN SARAN

§<§simpu1an

52 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

g % 1. Pérsepsi PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari |, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan
o = réngenai adanya penerapan e-Faktur

5 2 = 3. E-Faktur memudahkan PT. ABC dalam mengkreditkan PM, memiliki fungsi pengawasan
>

yaitu QR Code, namun kurang efisien karena PM harus diketik kembali.

b. E-Faktur memudahkan PKP bagi KPP dalam administrasi PM/PK, pelaporan SPT Masa

PPN, mengurangi FP Fiktif karena terdapat QR Code yang merupakan pengaman FP.

c. E-Faktur membantu PKP bagi KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dalam pembuatan,
pelaporan, dan mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN, e-Faktur juga tidak

mempengaruhi jumlah klien yang dimiliki.

2. Dampak terhadap kepatuhan administrasi WP dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari I, dan KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan

atas adanya penerapan e-Faktur

10
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a. E-Faktur menurut PT. ABC tidak dapat meningkatkan kepatuhan administrasi dari segi
perhitungan, penyetoran dan pelaporan
p. E-Faktur menurut KPP Pratama Jakarta Taman Sari dapat meningkatkan kepatuhan
administrasi dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
v ¢. E-Faktur menurut KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan dapat meningkatkan kepatuhan
administrasi dari segi perhitungan, tetapi tidak dapat meningkatkan kepatuhan dari segi
penyetoran dan pelaporan.
3. Kendala dalam penerapan e-Faktur menurut PT. ABC, KPP Pratama Jakarta Taman Sari |, dan

> O
oe
o 5 = KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan
§§ g a. Kendala yang dihadapi PT. ABC dalam penerapan e-Faktur adalah AR tidak paham
2S5 secara detail mengenai e-Faktur, harus adanya koneksi internet, dan menyebabkan SPT
398 Pembetulan.
58 = b. KPP Pratama Jakarta Taman Sari | mengalami kendala pada tahap awal penerapan e-
% 2 Faktur, karena PKP belum terbiasa, tetapi pengoperasian dapat dipelajari, dan kendala
-3 é yang dihadapi tidak signifikan.
© 2 = =c. KAP Drs. Eddy Kaslim dan Rekan tidak memiliki kendala, karena jumlah klien tidak
% 0 2 mengalami penurunan dan juga peningkatan akibat adanya penerapan e-Faktur.
e gterbatasan

=

Patla bagian ini akan diungkapkan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti selama
cmelakuka® penelitian. Hal tersebut dirasa penting bagi penelitian selanjutnya yang mengacu pada
ié‘gﬁeﬁtlan ini. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu: penelitian yang dilakukan kali ini hanya
isa melilfat penerapan aplikasi e-Faktur dari 1 (satu) informan dari setiap PKP, KPP, dan KAP Divisi
Perpajakan dan dengan periode penelitian dokumentasi yang diteliti hanya selama 6 bulan, tepatnya 3
%ngan sebelum e-Faktur dan 3 bulan setelah e-Faktur yaitu bulan April sampai dengan September 2015.

e
EpUn

en

?S:gan

uad
V)

Aplikasi e-Faktur efektif diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sehingga waktu penelitian yang
cdifakukanzpleh peneliti selanjutnya bisa lebih panjang. Dengan waktu penelitian yang lebih lama, peneliti
geianjutnya diharapkan dapat menggunakan Konsultan Pajak sebagai responden dalam penelitiannya dan
xd@gan metode penelitian tambahan berupa kuisioner, selain wawancara dan dokumentasi.
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